
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO 

NOMOR : 3 TAHUN 1996 SERI D NO. 3 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO 

NOMOR 9 TAHON 1995 

. . .. TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS 
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang: a.bahwa dalam rangka penirigkatan penyelenggaraan pemerintah 
dan pembangunan secara bardaya guna clan berhasil guna 
khususnya yang 'menyangkut bidang perkebunan serta sesuai 
dengan keputus~ Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1994 
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perl_cebW1an -
Daerah dipandang perlu membentuk Dinas Perkebunan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat Il Sukoharjo; · 

b.bahwa untuk maksud tersebut cliatas clipandang perlu menetapkan 
pembentukan, Organisasi. · clan Tatakerja Dinas _ Perkeb\lllan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan 
Daerah .. 

. 
Mengingat: 1.Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; ( Lembaran) 

2.Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

40 
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38 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Tahun 1974 Nomor , 
Indonesia Noroor 3.0~; Nomor 45 Tahun 1992 tentiing 

3 Peraturan Pemenn . Oaerah dengan Titik Berat pada daer~i. 
· Otonom1 . "'' 
Penyelenggaraan Negara Republik Indon_es1a. tahun 1992 
Tingkat II (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 49, Tambahan 
Nomor 3186); . al Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang 

4Keputusan Menten D am. . daerah· . . omas ' 
Penyelenggaraan o~g::1 Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang 

5.Keputusan Menten w·t ah; 
Pola Organisasi ·Pemerintah Daerah clan 1 ay 

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ; 

7.Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah 
Propinsi Daerah T"mgkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan 
Kepada Daerah Tingkat II ( Lemb~ Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3 ) 

. . 
Dengan persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 

Tmgkat 11 Sukoharjo ' . 
. 

MEMUTUSKAN : . . 

Menetapkan: PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
SUKOHARJO TENTANG PEMBENTlJKA TlNGKAT II 
DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUN~ ORGANISASI 
DAERAH TINGKA T II SUKOHARJO l<ABUP A TEN 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

· Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a Da~ adalah Daerah kabupaten Tingkat II Sukoharjo; 
b. Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten d 

Sukoharj o; aetah l'· 
c. Bupati kepala Daerah adalah Bupati Kepala d. lll&l(at ll 

~ Sukoharjo; aetah "\'\ 
tin~ 

at n 
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d. Dewan Perwakilan ~at Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten daerah Tmgkat n Sukoharjo; 

e. Dinas Perkebwian adalah Dinas perkebunan Kab t da rah T" gka 
Il Sukoharjo; upa en e m t 

f. K_apala Dinas ada~ah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah 
Tmgkat Il SukohaIJo ; · 

BABil 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan . 

BABID 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(I) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di 
bidang perkebunan. 

(2) Dinas PerkebW1an Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 
bawah clan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 4 · 

Dinas PerkebW1an mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah 
tangga Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah dan atau 
Pemerintah daer~ Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan. 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, 
Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : . · 
a pembinaan ummn berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; 
b. pembimbingan Teknis di bidang perkebunan; 
c. · pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya; 

d. penyuluhan perkebunan; 
e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya; 
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. fik Daerah sesuai dengan 
k bunan spec1 D erah 

b. dang per e . . kun an khusus suatu a ; .. 
f. penelitian dal~ ~ dan kondis1 \mg g teknologi anjurllil; 

masalah kepenttng angka penerapan 

Pengujian teknologi dalamahr oinas Perkebunan; 
g. .... tata us a k bunan · · 
1 pelaksanaan urusan kni. 5 oinas Per e ' 
1. • p Iaksana Te i. pengelolaan Urut e 

BABIV 
ORGANISASI 

Bagian Pertama . 
• SI Pola dan Sususnan Organ1sa 

Pasal 6 

Oraanisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal. 
'-" 

Pasal 7 · 

(I) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri ~: 
a Kepala Dinas; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pengembangan; 
d Seksi produksi; 
e. Seksi Penyuluhahn; 
f. Seksi Usaha tani; 
g. Seksi Perlindungan Tanaman ; 
h. Cabang Dinas; 
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
j. Kelompok Jabatan Fungsional . 

. . 

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan d . 
Pengembangan, Seksi Produksi, Seksi Usaha Tse. angkan Seksi 
Perlindungan Tanaman masing-masing terdiri dari 

4 
<llli dan Seksi 

Seksi, adapun Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) S b( etnpat ) S b 
. . u Sek . u (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seks1-seksi sebagaimana d' St. 

Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Ke al llllaksud a . 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinasp a Yang b Yat (3) 

(4) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana ·di et"ada di 
Pasal ini, adal~ tersebut dalam lampiran Pera llla1<sud . -
merupakan sebag1an yang tak terpisahakan. l\tran d ayat (I) 

aer::.1.. • 
~l llli 
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Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 8 

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas. dan fungsi 
dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan daerah ini . sebagaimana 

Bagian Ke~iga · 
Sub Bagian tata Usaha 

Pasal 9 • · • , . 

Sub bagian tata - Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum. 

Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pda pasal 9 Peraturan Daerah ini 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : · . ' 

a perencanaan program ~an laporan .serta pembinaan Organisasi dan Tata 
laksana; 

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ; 
c. pengelolaan administrasi keuangan ; 
d pengurusan Surat-menyurat, kearsipan dan perlengkapan. 

Pasal 11 

(I) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : 
a. Urusan Perencanaan; 
b. Urusan Kepegawaian; 
c. Urusan Keuangan ; 
d. Urusan umum. 

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasa! ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah 
clan bertanggungjawab kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha · 

· Pasal 12 

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 
analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan 
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rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan 
.. organisasi dan tatalaksana · . 

(2) Urusan Kepegawaian mempunyuru tugas melakukan penyiapan baJian 

P
enyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, IDJ.lta. . ~ 

pegawai serta tata usaha kepegawaian. ~ ; 
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapk~ bahan 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Dinas 
Pembukuan, Perhitungan anggarat) dan verifikasi serta menguru~ 
perbendaharaan. 

(4) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat 
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. ' 

Bagian Ke.empat 
Seksi Pengembangan 

Pasal 13 

- . 

r • 

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksak b • , . • 
Perkebunan di bidang pengembangan tanaman :{1 se agian ?1gas Dmas 
daya alam. an pelestanan sumber 

Pasal 14 . • 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut da · · · - : ... 
ini, seksi Pengembangan mempunyai Fun~~- Pasal 13 Peraturan da ah ·a . g t. . er 
a 1 enufikasi potensi lahan dalam ran k 

fikasi , rehabilitasi dan perluasan / per: a_ progfam Versifik . . 
b b' b" . · IDa.Jaan tanazn asi, mtensi-

• 1m mgan, penyiapan dan pemantapan lab an perkeb . 
bunan; an llntuk unan, . . tanarn . 

c. perencanaan d1vers1fikasi, intensifik . an perke-
• as1 rehab· . 

maJaan tanama perkebunan. ' thtasi , Perluas 
Pasal 15 an / pere-

( 1) Seksi Pengembangan terdiri dari : 
a . Sub Seksi Peyiapan dan Pemant 
b. Sub Seksi Diversifikasi. apan Lahan; , 
c. Sub Seksi Perluasan dan Perema. a . 
d. Sub Seksi lntensifikasi dan Reh~b~I.' 

i ltasi 
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(2) Sub Seksi- sub sek.si sebagai mana climaksud avat (1) Pasal • • • . di . . l . .., tm masmg 
-mastng p~pm O eh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungJawab kepada Kepala Seksi Pengembangan. · 

Pasal 16 

( t) Sub Seksi Penyiapan clan Pemantapan Laban mempuyai tu 
melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanm!: 
pekebunan. 

(2) Sub Seksi Difersifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanam~ baik tanaman 
perkebunan yang diusahakan oleh rakyat_ maupun oleh perusaliaan 
perkebunan. · · 

(3) Sub Seksi perluasan clan peremajaan mempunyai tugas melaksanakan 
bimbingan dalam rangka ·perluasan clan peremajaan tanaman per-
kebunan. · 

( 4) Sub Seksi Intensifikasi clan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksa­
nakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan 
rehabilitasi tanaman perkebmtan. 

· Bagian Kelima 
Seksi Produlm 

Pasal 17 

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkeb1man~ 

Pasal 18 

Untuk menyerenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah 
ini, Seksi Pr~duksi mempunyai fungsi: · 
a pengawasan pengadaan penyaluran benih clan bahan tanaman pembi­

naan penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk; 
b. pembimbingan clan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman 

tahtman: 
c. pembimbingan clan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semu-

sim tennasuk tanaman tumpang sari; 
d. penyebaran prototipe, percobaan clan pengkajian penerap~ penggu-

naan alat dan mesin pertanian; 
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pasal 19 

( 1) seksi Produksi terdiri dari . : . 
· ah ranaman , 

a. Sub seksi B an rahunan ; 
b. Sub Seksi Tanaman . . 
c. Sub Seksi tanaman sem~un, 
cl. Sub seksi Alat clan MeslD, . dimaksud ayat ( 1) . Pasal ini, 

(2) Sub seksi-sub seksi sebegaunana Kepala yang berada di bawah . a- unpin oleh seorang 
masing-masmg !P da K ala Seksi Produksi. 

. dan bertan~gung Jawab kepa ep 

Passi 20 . 
• laksanakan bimbingan 

( 1) Sub seksi Bahan tanaman mempunyai tu gas me dan ertifik . 
pengadaan benih/ bahan tanaman, pengawasan .mutu s . asi 

. benih/ bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih. 
(2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan 

bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi pengolahan 
dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka 
meningkatkan produksi tanaman tahunan. 

(3) Sub Seksi Tanaman S~usim mempunyai tugas me1aksankan bim­
bingan teknis budidaya, penggunaaan sarana produks4 pengo1aban dan 
pengawasan kesuburan clan produktifitas· tanah dalam rangka • 
katkan produksi tanaman semusim. merung-

( 4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanak 
prototipe, alat dan mesin yang dir~komendasikan melakukan penyebaran 
dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikas· an ~ercobaan 
di bidang peralatan mesin dan sarana pengolahan. 

1 
serta hunbingan 

Bagian Keenam 
Seksi Penyuluban 

Pasal 21 

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan seb . · 
Perkebunan di bidang penyuluban. agian tugas 

0
. 
tnas 

Pasal 22 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2 J 
ini, Seksi penyuluhan mempunyai fungsi: Perat\lran 

daeraii 

CamScanner 



48 

1
_1, .. ~naan penyiapan .program. metode clan sistem kerja penyuluhan 

a. pe ~· k . 
erta rekayasa sosial e ononu. 

:erencanaan, pendayagunaan clan bimbingan tenag~ penyuluh ; 
b. embinaan dan pengembangan kelembagaan petani ; 
~: ~erencanaan, pengadaan, pengolahan clan pembimbingan pendaya-

gunaan sarana penyuluhan ; . 
e. perencanaan, pengadaan, pengo_lahan clan pembimbingan pengem-

bangan meteri penyuluhan · 

Pasal 23 

(I) Seksi Penyuluhan terdiri dari: 
a. Sub seksi Tata Penyuluhan; 
b.sub Seksi Kelembagaan, Tenaga clan Sarana. 

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini dipimpin 
oleh seorang Kapala yang berada di bawah clan bertanggung jawab 
kepada kepala Seksi Penyuluhan . 

Pasal 24 

( 1) sub Seksi tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan 
teknis clan adm.inistrasi kepada para penyuluh perkebunan- dalam 
penyusunan dan pelaksanaan program penyulnban, penerapan metode 
dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial 
ekonomi,pelaksanaan penyuluhan clan bimbingan serta suverfisi 
pelaksanaan penyuluhan. 

(2) Sub Seksi kelembag~ Tenaga clan sarana mempwiyai tugas 
menyusun rencana kebutuhan clan mendayagunakan tenaga penyul~ 
merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyul~ 
memperbanyak clan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam 
-pembinaan clan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan 
·kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta 
penyimpanan materi penyuluhatL 

Bagian Ketujuh 
Seksi Usaha Tani 

Pasal 25 
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· · laksanakan sebagian tugas I)· • rugas me lh~ 

Tani roempunYat . ' 'Q,\ 

Seksi usaha di bidang·usaba tanl· 
perkebunan pasal 26 

b t pada Pasal 25 Peraturan da~l 
. f11oas terse u -· 1111 

\enggarakan '~ . . . . 
~~tuk k ~~~a Tani meinpunyat fungSI ~ pemanf~tan sumber daya ~ 
,m. se s1 canaan bimbingan, pengabwa~, clan agrobisnis; 
a. peren ' binaan kelem ag . I . 

sarana usaha, pem . . komoditi potens1a ' . . . dan inf onnast • . 
b. pelayanan, penJtnall mutu basil olah dan penyampatan lnfor. 
c. pelaksanaan dan pengawasan . 

masi data / harga pasar. 
Pasal 27 

( 1) seksi U saha Tani terdiri dari: . 
a Sub Seksi SumberDaya; 
b. Sub Seksi Perijinan; 
c. Sub Seksi Bimbingan Usaha; 
d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran · . . 

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) P~ tnI 

masing-masing dipimpiri oleh seorang ~epala yang berada btbawah 
clan bertanggunga jawab kepada Kepala Seksi U saha Tani. 

Pasal 28 

(1) Sub Seksi swnber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 
dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan 
analisis dampak lingkwtgan. · 

(2) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan b. 
b. b. dan . . . di b" pem mami 

lID mgan pengawasan penJtnan 1dang Perkeb : 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. unan sesuai 

(3) Sub Sek.si Bimbingan Usaha mempunyai tugas 
bimbingan di bidang kelembagaan dan agroblsnis s~elaksanakan 
informasi manajemen usaha perkebunan. ' J)enyebaran 

( 4) Sub Seksi Pengolahan dan pemasaran mempunyai tuga 
bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknoi: ~elaksanakan 
hasil, pengumpulan clan penyampaian inf onnasi b _gi Pengo]aban 
infonnasi pemasaran basil perkebunan dan standan~:~~a PtoduL ... · 

~1 Ill ~I, 
perkebunan. Utu hasi] 
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Bagian Kedelapan 
Seksi Perlindungan Tanaman . 

Pasal 29 

ksi perlindungan Tanaman mempunyai tugas melak . 
se as Dinas perkebunan dalam bidang perlindungan tan sanakan sebagian 
rug aman perkebunan. 

Pual30 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 p 
· p 1 • d T eraturan Daerah ini, seks1 er m ungan anaman m_empunyai fungsi: 

a. pembimbing~ clan pengawasan pengglUlaan al · 
. bahan 1· d ' peny uran dan penyunpanan per m ungan tanaman ; 

b. pengamatan, _ peramalan, pengendalian clan eradiksasi organism 
penggangu tanaman ; e 

c. pengujian pestis~da dan residu pestisida yang terkandung dalam tana­
man, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi. 

Pasal31 

(1) seksi perlindungan Tanaman terdiri dari: 
aSub Seksi sarana Perlindwtgan Tanaman; 

b.Sub Seksi P~gamatan -dan P~ramalan Organisme Pengganggu Tana­
man; 

c.sub Seksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; 
d.Sub Seksi Konservasi Tanah dan air; 

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat · (I) Pasal tru, 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
clan bertanggung jawab kepada kepala seksi Perlindungan Tanaman. 

Pasal 32 

(1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Mempunyai tugas melak­
. sanakan pembinaan clan bimbingan bahan dan peralatan perlindungan 

tanaman.· 
(2) Sub Seksi Pengamatan clan Peramalan Organisme Pe~gg~ggu 

Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ~ bllllbmgan 
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dan peramalaG organisme penggan 
. dan pengamatan . . gRli 

dalam keg1atan . 
tanaman perkebunan, . Organisme Pengganggu Tanaman Illernp~ 

(3) Sub Seksi Pengend:::an pembinaan? pengawasan, , pengendati¾ 
nyai tugas n1elak tanaman perkebWlan, . . . 
or2anisn1e pcngganggu_ al dan air mempunya1 tugas mernb11~ 

- as1 Tan 1 • b' b' ~1 ( 4) Sub Seksi Konserv . al dan memberikan lll1 tngan Perlin 
pedoman / penmjuk o~er~s1on d gan pelestarian tanah dan air. . 

aman yang d1ka1tkan en . 
dungantan J 

Bagian Kesembilan . ,. . 
• Cabang Dinas 

Pasal 33 . · 

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang tetap~~ ole~ Menten 
Dalam Negeri. · . . , 

Bagian Kesepuluh 
Unit Pelaksana Teknis Din?s 

Pasal 34 

(l) Unit Pelaksana Teknis· Dinas mempunyai kedudukan sebagaimana 
unsur pclaksana Teknis operasional Dinas . 

(2) Unit Pelaksana Tcknis Dinas dipimpin oleh seorang J(epala yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 35· 

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk Berdasarkan 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. kriteria yang 

Bagian Kesebelas 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 36 

• 

(1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai 
kegiatan teknis perkebunan dibidang keahlian rn ~gas tnelak · ak 

as1ng rn san an 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional segaimana dirnak ~ asing 

· · d · · · 1 h fu suct Pada · lill, 1p1n1pm o e seorang tenaga ngsional s . ayat 
kelompok yang berada dibawah clan bertanggung . eit!or seJ,,~~) Pasal 

Jawab k ~u ketua 
. . epada l<epala 
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Dinas clan atau Kapala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang her _ 
sangkutan. 

1 

Pasal 37 

(I) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud a t {l) p 
da rah · · d d.b · ya asal 36 peraturan e lfll, apat . 1 agi kedalam Sub-sub kelompok sesuai 

dengan kebutuhan dan mas1ng-masing dipimpin oleh seor 
· al · ang tenaga fungs1on seruor. · . 

(2) Jumlah ~enaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 
beban keIJa. . 

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Pera-
turan perundang-undangan yang berlaku. . · 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 38 

Dalam melaksanakan tuga~nya, Dinas Perkebunan Unit pelaksana 
teknis Dinas, Kelompok Jabatan fungsional clan Cabang Dinas Wajib 
menerapkan prinsip koorclinasi, · integrasi clan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai 
dengan tugas masing-masing. 

Pasal 39 

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Bupati Kepal Daerah. 

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petwtjuk, membina, membim­
bing clan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana, 
yang berada dalam lingkungan dinasnya. 

BABVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 40 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Pasal 41 

· b 1 . diatur dalam Peratw-an Daerah ini akan diatur 1 . 
H~-hal yang et~Kn pala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanny eb,h 
lanJut oleh Bupa t e . a. 

BABVII . 
KETENTUA.N PENUTUP. 

Pasal 4~ :: . 

Peraturan Daerah ini mulai be~laku pada tanggal diundangkan . 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerlnt~an pengun. 
dangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran 
daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

DE\-VAN PER\\'AKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il 

SUKOHARJO 
KETUA 

ttd 

SO F.IJJ£N l 

Ditetapkan di $ukoharjo 
pada tanggal 5 Juni 199S 

IlUPATI KE~ALA DAERAH TINGKAT D 
SUKOHARJo 

t td 

Ir. l'EOJo 
· Slll\1JN'fo 
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OISAHKAN 
Dengan 

Kcputusan Gubcrnur Kcpala Dacrah Tingkat I 
· Jawa Tengah . 

Tangggal : 3 Nopember 1995 No : 188.3/334/1995 
An: SEKRET ARIS WILA Y AH/ DAER.AH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 
Pj. Kepala Biro Hukum 

t t d 

S.UTJI ASTOTO, SIi 
Pcnata tingkat I 

NIP O 10 088 157 

Diwidangkan dalam Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

No1nor : 3 Tahun 1996 Seri D No. 3 
Pada tanggal : 3 Januari 1996 
Sekretaris Wilayah /Dacrah 

t t d 

Drs, SRI HARDONO 
Pembina Tingkat I 
NIP 010 071 319 
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